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ABSTRAK

Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terwtama sckali pada
perubahan kedua menyebabkan adanya pengaturan tentang Hak Asasi Manusia
yang diatur dalam Pasal 28 (a) sampai 28 (j) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Di sini terlihat secara jelas bahwa Hak Asasi
Manusia merupakan hak yang sangat di junjung tinggi di Indonesia. Hak asasi
Manusia merupakan hak-hak dasar yang dimiliki sejak lahir, yang bersifat
universal, berlaku dimana saja dan kapan saja dan untuk siapa saja. Hak asasi
manusia tidak tergantung dari pengakuan manusia lain,masyarakat ataupun negara
lain akan tetapi hak asasi ini diperoleh seseorang dari penciptanya yaitu Tuhan
dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Di Indonesia terdapat banyak
jenis hak asasi manusia salah satunya hak asasi terhadap anak, belakangan kita
banyak melihat terjadinya pclanggaran terhadap hak anak bahkan banyak kita
melihat anak-anak yang dieksploitasi, Di samping itu anak-anak yang masih
dalam masa pendidikan banyak kita lihat bekerja dijalanan, di sini peran serta dari
pemerintah sangat dituntut karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sechubungan hal diatas timbul
beberapa permasalahan diantaranya : (1). Bagaimanakah bentuk hak-hak anak
jalanan yang dilihat dari perespektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang perlindungan anak (2).Apa saja kelemahan yang dilihat dari perspektil
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan hak-hak
anak jalanan. Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti melakukan
penelitian  hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakasn guna
memperoleh data sekunder melalui dokumen yaitu dengan cara menggumpulkan,
mempelajari dan menganalisa teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan penelitian yang
penulis lakukan terlihat bahwa anak jalanan juga mempunyai hak asasi yang wajib
dihormati dan dilindungioleh setiap orang termasuk dalam hal ini pemerintah
sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan anak. Pada prinsipnya perlindungan terhadap anak jalanan ini masih
sulit untuk diwujudkan salah satu faktor penyebabnya adalah karena tidak adanya
peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas masalah ini. Untuk itu
diharapkan kepada pemernntah unutuk dapat membentuk peraturan perundang-
undangan yang jelas tentang perlindungan terhadap anak jalanan sehingga tidak
ada lagi generasi bangsa Indonesia yang terampas haknya di jalanan.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Megara Republik Indonesia di bentuk dengan tujuan untuk melindungi
seeenap bangsa Indonesia dan scluruh tumpah darah Indonesia. Semua
komponen anak bangsa secara bersama-sama scjak awal berjuang bahu
membahu untuk memperjuangkan kemerdekaan, melawan penindasan dan
kesewenang-wenangan penjajah dan kemudian mengisi kemerdekaan tersebut.

Pengalaman empiris :;ejﬁmh bangsa melawan penjajah menunjukkan
adanya benang merah perjuangan dan perlindungan Hak Asasi Manusia
(HAM). Kemerdekaan memberi makna sama di hadapan hukum, tidak
membeda-bedakan antara satu dengan yang [lainnya, dan mendapatkan
pendidikan atau wajib belajar sembilan tahun sesuai dengan UL yang
berlaku.

Dalam rangka memantapkan sistern hukum nasional yang bersumber
pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, pembangunan hukum diarahkan untuk menghasilkan produk hukum
nasional  yang mampu mengatur  tugas  umum  pemerintahan dan
penvelengearaan pembangunan nasional yang didukung oleh aparat pencgak
hukum vang bersih, berwibawa, penuh pengabdian, sadar dan taat hukum.
mempunvai rasa keadilan sesuai dengan kemanusiaan dan profesional. efektil,

dilengkapi  dengan  sarana  dan  prasarana yang memadai  seria

mengembangkan masvarakat yang sadar dan taat hukum.




Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
merupakan salah satu bagian dari upaya memantapkan sistem hukum negara
khususnya dalam melindungi anak dan hak-haknya. Dalam Pasal 59 sampai
dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (UUPA) menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga
negara lainnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak,
dan untuk meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan perlindungan
anak maka dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang
bersifat Independen.

Anak sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan mahluk sosial sejak
dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka
serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat,
bangsa, dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain
yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka.’

Pengetian perlindungan anak pasal 1 alinea 2 UU No.23 Tahun 2002
adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpastisipasi secara optimal
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu tugas dari KPAl adalah melakukan sosialisasi dalam
memberikan perlindungan terhadap anak yang dilakukan dengan cara

mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan dari masyarakat,

' R. Abdussalam, ffwkum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. |




BAB 1V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan yvang melekat pada suatu
pribadi untuk berbuat sesuatu, dalam hal ini hak sescorang harus diberikan
jangan sampai terjadi pelanggaran terhadap hak terutama  sekali
pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Di samping adanya hak ada pula
kewajiban dimana kewajiban ini merupakan suvatu bentuk kewenangan
sescorang untuk melakukan sesuatu. Hak asasi manusia terdini dari
berbagai bentuk salah satunya hak terhadap anak jalanan, sebagaimana
kita ketahui hak asasi setiap orang berhak untuk dilindungi jangan sampai
ada pelanggaran terhadap hak ini sekalipun terhadap anak jalanan. Di
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
terdapat beberapa bentuk hak yang dimiliki scorang anak diantaranya hak
untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi seccara wajar sesual
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi berhak atas sesuatu nama sebagai identitas
dari status kewarganegaraan.Hak untuk beribadah menurur agamanya,
berpikir. dan berekspresi sesuai dengan tingkal kecerdasan dan usianya.
dalam bimbingan orang tua, hak untuk mengetahui orang twanya, hak
untuk memperolech pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan
kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial. Hak mendapat pendidikan dan

pengajaran, |lak menyatakan dan didengar pendapatnya, setiap anak

berhak menvatakan dan didengar pendapatnya. menerima, mencari dan




memberi informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia demi
pengembangan diri sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, hak
istirahat dan memanfaatkan waktu luang, Setiap anak berhak untuk
beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang
sebaya, bermain, berekreasi danberkreasi sesuai dengan minat. bakat, dan
tingkat kecerdasan demi pengembangan diri.Hak anak penyandang cacat.
Hak untuk mendapat perlindungan dari segala bentuk diskriminasi,
cksploitasi baik ekonomi maupun scksual, penclantaran, kekejaman,
kekerasan, dan penganiayaan, ketidak adilan dan perlakuan salah lainnya.
Perlindungan terhadap anak jalanan tidak semudah yang kita pikirkan,
dalam memberikan perlindungan terhadap anak jalanan banyak faktor
penghambatnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Faktor penghambat terdirt dari
masih rendahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah
ini dan kurangnya pemahaman dari pihak-pihak yang terlibal sccara
langsung dalam penegakan hak anak jalanan itu sendiri. Scperti yang
terdapat dalam Undang-Undang MNomor 23 ‘Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak pada pasal 80 vang berbunyi
1) Setiap orang vang melakukan kejahatan kekerasan atau ancaman
kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (liga) tahun 6 (cnam) bulan dan/atau

denda paling banyak Rp.72.000.000.00 (wjuh puluh dua juta

rupiah)




2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat,
maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (lima)
tahun danfatau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus
juta rupiah)

3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayal (2) mati, maka
pelaku dipidana penjara paling lama 10 (sepulub) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

4) Pidana tambahan 1/3 (sepertiga) dari ketentuan scbagaimana
dimaksud dalam ayat ([).ayat (2), dan ayalt (3) apabila vang
melakukan penganiayaan terscbhut orang tuanya.

Disini terlihat bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum
dan masih lemahnya sanksi yang diberikan sehingga anak menjadi korban
dalam hal penganiayan dan kekerasan. Untuk itu sanksi pidana yang
diberikan atas hal penyaniayaan dan kekerasan terhadap anak harus lebih
tegas supaya orang takut untuk melakukannya, dan juga harus diberikan

penyuluhan terhadap masyarakat bahwa hak-hak anak harus dilindungi

karena anak adalah generasi penerus bangsa.
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